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KATA PENGANTAR
Pertama –tama  kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa , atas rahmat  dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (RENJA) merupakan Program tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang di tetapkan. 

Dengan disusunnya RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan tahun 2018. Arah ini tentu saja mengedepankan skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang lebih Kongkrit.

Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasi diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahun 2018 bagi kita semua.
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IKTHTISAR EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencanan Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah ( Kabupaten/Koata ) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).

Sementara itu pararel dengan pembuatan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja ( RENJA ) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ( RAPBD ), Kebijakan Umum Anggaran ( KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara (PPAS).

 Rencanan Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lumajang tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelengaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. 

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sebagai satuan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang  tahun 2018. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencanan Kerja  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015- 2019 seperti yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019, adapun Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang pada Misi 2 Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu : 

 
Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata yang harus diraih sesuai dengan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang.
Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang  tahun 2018 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang  tahun 2018 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan yang dalam penyusunan nya juga memperhatikan program dan  kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Review Rencanan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang  tahun 2015 - 2019 untuk program dan kegaiatan di tahun 2018 adalah : 
1. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro ( KUM) yang maju,  mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas Koperasi dan Pertumbuhan Usaha Mikro.
Tujuan:

Meningkatkan kualitas Koperasi ( sehat dan cukup sehat ) serta pertumbuhan Usaha Mikro.

Sasaran:
Meningkatnya petumbuhan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitasi.

2. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro ( KUM ) yang maju,  mandiri dan berdaya saing melalui Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan:

Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
Sasaran:
Meningkatnya pertumbuhan, pengembangan dan Pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro melalui bimbingan teknis, pelatihan dan fasilitasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Daerah yang melaksanakan pemberdayaan Koperasi & Usaha Mikro dan membantu Bupati Lumajang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dituntut untuk menghasilkan kegiatan  - kegiatan yang berkualitas terutama melalui bimbingan teknis, pelatihan dan fasilitasi.
Apabila dikaitkan dengan pancapaian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah ” Penunjang ” program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 ,yaitu ”Terwujudnya masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat” dan sesuai dengan Visi dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yaitu ”Terwujudnya Koperasi dan Usaha mikro ( KUM ) yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Koperasi dan  Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018 terdiri dari : 

Program Utama 

1. Program Penciptaan Iklim usaha UKM Yang Kondusif
Program ini bertujuan untuk mewujudkan fasilitasi dalam upaya memperoleh legalisasi bagi usaha mikro dengan adanya ijin usaha mikro dan kecil.  

2. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 
Program ini bertujuan untuk mewujudkan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang kewirausahaan, administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan sehingga mampu mengelolaa usaha dengan baik.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi – informasi dan penjelasan akses permodalan dari lembaga keuangan, solusi permasalahan keuangan, pengolahan data usaha mikro, kecil dan menengah serta partisipasi pameran prosuk hasil usaha mikro, kecil dan menengah baik skala regional maupun nasional.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelola Koperasi dalam bidang administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan sehingga mampu mengelolaa usaha dengan baik.
Program Penunjang 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelengaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelengarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi, serta bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat menyelengarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
3. Program Peingkatan Pengembangan Sistim Peloporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Program ini bertujuan untuk memantapkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB. I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang

Dengan Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten / Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sementara itu pararel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra / Review Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaran Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja.


Sesuai amanat tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018. Renja OPD merupakan dokumen  rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang mana pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 ( Review Renstra ) termasuk dalam Misi 2 Pemerintah Kabupaten Lumajang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang  Tahun 2015 – 2019 yaitu :
“ MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MERATA BERBASIS PERTANIAN, PEMBERDAYAAN UMKM DAN JASA PARIWISATA SERTA USAHA PENDUKUNGNYA ”.


Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata, sesuai dengan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro (KUM);

2. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui Peningkatan Pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro (KUM).

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.
I.2 LANDASAN HUKUM


 Dasar  Hukum penyusunan Rencan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018, adalah :

a. Undang – undang  Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965;

b. Undang – undang  Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan negara;

c. Undang – undang  Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional;

d. Undang – undang  Nomor 32  tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

k. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014, tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah;  

n. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
o. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang;

p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018.
Sedangkan Tujuan : 

1. Acuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

I.4 SISTEMATIKA 
BAB I PENDAHULUAN, 
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD,

Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2  Analisis Kinerja pelayanan OPD,
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD, serta ketentuan Peraturan Perundang- Undangan  yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3  Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD,
Berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepela Daerah terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

2.4  Review terhadap Rancangan Awal 
2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi –asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yanmg langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Bab III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD 

3.3 Program dan Kegiatan ,  berisikan penjelasan mengenai : faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan , rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV  PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD  
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukurun Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B.Capaian Analisis Kinerja 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2016


Anggaran Tahun 2016 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 3.450.240.319,- terurai dalam 8 program dan 35 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.292.221.251,- sampai dengan bulan Desember 2016, adanya efisiensi pada penggunaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
Besaran anggaran yang tidak terserap pada kegiatan dengan rincian : 

1. Belanja langsung tidak terserap sebesar Rp. 147.314.303,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.697.500.000,-;

2. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran sebesar Rp. 528.432.000,- tidak terserap sebesar Rp. 44.756.357,- atau terserap sebesar 91.53 % karena adanya sisa kontrak, Transport luar daerah, dan sisa  biaya penggunaan telepon dan internet tidak terserap maksimal;

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 467.264.650,-, tidak terserap sebesar Rp. 36.081.846,- atau terserap sebesar 92.28 % disebabkan sisa kontrak dan sisa biaya pemeliharaan kendaraan tidak terserap maksimal dan efisiensi pemeliharaan personal komputer;
4. Program Peningkatan disiplin aparatur sebesar Rp. 8.000.000,- tidak terserap sebesar Rp. 40.000 atau terserap sebesar 99.50 % merupakan sisa kontrak;
5. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar Rp. 5.625.000,- tidak terserap sebesar Rp. 238.000 atau terserap sebesar 95.77 % sesuai dengan undangan yang ada dalam pengiriman aparatur dalam rangka diklat / sosialisasi / Bimtek dan sejenisnya;

6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan  sebesar Rp. 6.636.000,- tidak terserap sebesar Rp. 424 atau terserap sebesar 93.61 % sisa uang lembur;
7. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro sebesar Rp. 313.729.500,- tidak terserap sebesar Rp. 44.119.100,- atau terserap sebesar 85.94 %, disebabkan  sisa kontrak, pengantian transport dan perjalanan dinas luar daerah tidak terserap maksimal;

8. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM sebesar Rp. 19.830.000 tidak terserap sebesar Rp. 0,- atau terserap keseluruhan;
9. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar Rp. 347.982.850,- belum terserap sebesar Rp. 21.655.000,- atau terserap sebesar 93.78 % disebabkan karena adanya penghematan sewa gedung, pergantian transport, sewa penginapan, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah.
Pencapaian Tahun Anggaran 2017   



Anggaran Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 5.256.216.290,- terurai dalam 9 program dan 45 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.638.241.292,- sampai dengan akhir bulan Desember 2017, penyerapan masih belum terealisasi semua karena efisiensi pada penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, perjalanan dinas luar daerah, sisa kontrak bangunan fisik gedung kantor, penambahan daya listrik kantor yang memerlukan proses yang panjang serta kegiatan teknis lainnya.

Besaran anggaran yang tidak terserap pada kegiatan dengan rincian : 

1. Belanja langsung terserap sebesar Rp. 4.279.754.375,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.891.268.000,- tidak terserap sebesar Rp. 611.513.625,- atau terserap sebesar 87.50 %;
2. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 735.563.350,- terserap sebesar Rp. 621.575.007,- atau terserap sebesar 84.50 % karena tidak terserap keseluruhan kegiatan serta tidak terlaksana keseluruhan, Transport luar daerah, honor Administrasi keuangan  dan sisa  biaya penggunaan telepon dan internet belum terserap maksimal ( sesuai dengan kebutuhan );
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 2.417.465.650,-, terserap sebesar Rp. 2.266.326.220,- atau terserap sebesar 93.75 % disebabkan sisa kontrak pembangunan gedung kantor, sedang proses pelaksanaan penambahan daya listrik serta efisiensi pada pemeliharaan personal komputer;
4. Program peningkatan disiplin aparatur sebesar Rp. 20.000.000,-  terserap sebesar Rp. 20.000.000 atau terserap sebesar 100 %;
5. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar Rp. 31.150.000,- terserap sebesar Rp. 14.150.000 atau terserap sebesar 45.43 % karena kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak bisa menyerap sehubungan dengan tidak bisa menirim peserta sesuai dengan undangan untuk mengikuti kegiatan Diklat / sosialisasi / bimtek / dan sejenisnya;
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 12.768.000,- terserap sebesar Rp. 12.204.000,- atau terserap sebesar 95.58 % karena kegiatan lembur PNS yang tidak terserap sepenuhnya;
7. Program pengembangan penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif sebesar Rp. 93.000.000,- terserap sebesar Rp. 59.660.000,- atau terserap sebesar 64.15 %, disebabkan pergantian transport, jasa instruktur/nara sumber/ tenaga ahli, belanja cetak/penggandaan, sewa gedung dan peralatan pada kegiatan sosialisasi ijin usaha mikro  dan kecil ( IUMK );
8. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM sebesar Rp. 329.666.800,- terserap sebesar Rp. 269.914.300,- atau terserap sebesar 81.87 % disebabkan tidak terserapnya perjalanan dinas luar daerah, penggantian transport, efisiensi pada sewa tenda dan perlengkapannya, sewa sarana mobilitas darat dalam kegiatan bulan Promosi;
9. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM sebesar Rp. 533.914.200,- terserap sebesar Rp. 375.694.848,- atau terserap sebesar 70.37 %, disebabkan terserapnya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang tidak optimal, penggantian transport, dan efisiensi sewa gedung/kantor/tempat;
10. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar Rp. 717.740.000,- terserap sebesar Rp. 640.230.000,- atau terserap sebesar 89.20 % disebabkan penyerapan perjalanan dinas baik luar daerah maupun dalam daerah tidak maksimal, jasa instruktur/nara sumber/tenaga ahli, penggantian transport, hadiah uang tunai, sewa ruang rapat/pertemuan/gedung/kantor/tempat tidak semuanya terserap dalam upaya efisiensi.
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018   


Untuk Anggaran Tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp.  4.508.824.189,- dengan 7 program dan 22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari Tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.


Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi  Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah sebagai “ penunjang ” program pembangunan daerah.


Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai berikut:

a. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif;

b. Masih rendahnya Koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan);

c. Banyaknya pengelola koperasi yang kurang memahami akuntansi koperasi, serta adanya pergantian pengelola koperasi;

d. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola Usaha Mikro dalam mengakses informasi, teknologi, permodalan dan pasar;

e. Data base Usaha Mikro yang kurang update dan kuran valid.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan berdasarkan Renstra / Review Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2015 - 2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Strategi mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro melalui peningkatan kapabilitas;

b. Peningkatan kemampuan teknis pelaksana.

2. Strategi membangun Koperasi dan Usaha Mikro dengan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi Koperasi dan Usaha Mikro:
a. Pembangunan sistem pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui model aplikasi teknologi informasi yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan  prasarana yang ada;

b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro;

c. Mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Miko yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
II.2.   ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
Struktur  Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi 

Sampai saat ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamajang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan 1 (satu) Sekretariat ( 2 Sub Bagian ) dan 3 (tiga) Bidang ( masing – masing Bidang 3 Seksi ) dengan struktur sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Kelembagaan Koperasi, yang membawahi :

1. Seksi Organisasi dan TataLaksana;

2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
d. Bidang Usaha Koperasi, yang membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Administrasi Usaha;

2. Seksi Pengembangan Usaha;

3. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam;
e. Bidang Usaha Mikro, yang membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;

3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan ;
Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

· Membuat perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
· Menyusun pedoman teknis pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual;
· Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;

· Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagaimana yang telah ditetapkan.

Permasalahan
Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,  tentang Sistem Perencanaan Pembanganan Nasional ( SPPN ), telah mengubah pola Perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dan proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dana usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis aparatur pelaksana perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan - kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelaksana dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang membantu Bupati Lumajang dalam pemberdayaan Koperasi dan  Usaha Mikro, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi:
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bersifat partisipatif;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya efektifitas produk - produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yeng dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas aparatur. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam peningkatan kualitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manasia yang masih terbatas;

2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan Informasi;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro perencanaan pembangunan;

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dikaitkan dengan dokumen - dokumen perencanaan.
II.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Tugas Pokok dan fungsi

1. Inovasi - inovasi dibidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat ;

2. Penelitian - penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lumajang dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayananan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi secara lebih terstruktur;

6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
Sumber Daya manusia Aparatur 
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses  dan Hasil kegiatan;

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latarbelakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan IT serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;
II.4.  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sesuai dengan hasil Review Renstra 2015 – 2019 yaitu dengan meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro dengan melalui 4 program dalam mencapai tujuan Renstra dengan sasaran meningkatnya kualitas koperasi serta meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro dengan indikator :
1. Prosentase koperasi sehat

2. Prosentase koperasi cukup sehat;

3. Prosentase peningkatan Usaha Mikro;

4. Prosentase peningkatan Usaha Mikro yang mandiri;

5. Prosentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil.

II.5  PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari gerakan koperasi terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

 III.1.
TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 
 
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
III.2.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Daerah yang melaksanakan pembedayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam membantu Bupati Lumajang untuk menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro dituntut untuk menghasilkan kegiatan - kegiatan yang berkualitas terutama berupa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk itu, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dipakai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan Kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Review RPJMD 2O15 - 2019. yang harus dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah:
“ MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MERATA BERBASIS PERTANIAN, PEMBERDAYAAN UMKM DAN JASA PARIWISATA SERTA USAHA PENDUKUNGNYA “
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tahun 2015 - 2019, Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang maju,  mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun  2015 - 2019 untuk program dan kegiatan di tahun 2018, adalah:

1. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang maju,  mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro.
Tujuan:

Meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro.
Sasaran:
Meningkatnya petumbuhan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitasi.

2. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan:

Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
Sasaran:
Meningkatnya pertumbuhan, pengembangan dan Pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro melalui bimbingan teknis, pelatihan dan fasilitasi.

Rumusan dan Sasaran Tahun  2018 

Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran

	No
	TUJUAN
	SASARAN 

	
	
	URAIAN 
	INDIKATOR

	1.
	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
	1. Meningkatnya kualitas koperasi;
2. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Usaha Mikro
	1. % koperasi sehat

2. % koperasi cukup sehat;
3. % peningkatan Usaha Mikro;
4. % Usaha Mikro yang mandiri;
5. % Peningkatan Usaha Mikro ke Usaha Kecil;


III.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Daerah yang melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan membantu Bupati Lumajang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro dituntut untuk menghasilkan kegiatan - kegiatan yang berkualitas terutama melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitasi.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai “ penunjang ” program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesuksesanya.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat” dan sesuai dengan Misi 2 Pemerintah kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2015 -2019 yaitu “ Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya ” maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabapaten Lumajang Tahun 2018, terdiri dari :

Program Utama
1. Program Penciptaan lklim Usaha UKM yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk mewujudkan semua usaha mikro yang ada punya legalitas dalam menjalankan usahanya dengan ijin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan melalui kegiatan Sosialisasi ijin usaha mikro dan kecil ( IUMK ).
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan meningkatkan pengetahuan dan

wawasan pengelola Koperasi dan usaha Mikro dalam bidang kewirausahaan, administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan sehingga mampu mengelola usaha dengan baik.
3. Program Pengembangan sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program ini bertujuan untuk memberikan informasi - informasi dan penjelasan akses permodalan dari lembaga keuangan, solusi permasalahan keuangan, pengolahan data usaha mikro serta partirsipasi pameran produk hasil Usaha Mikro baik skala regional maupun nasional.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelola Koperasi dalam bidang administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan sehingga mampu mengelola usaha dengan baik, serta uapaya membangkitkan koperasi yang tidak aktif dengan revitalisasi.
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk memantapkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penggunaan anggaran secara transparan, akutntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Uraian Kegiatan dari masing- masing program dapat dilihat pada tabel berikut :
	No
	USULAN/BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
	RENCANA TAHUN 2018
	CATATAN PENTING
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN (N+1)

	
	
	
	LOKASI
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I

	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
	Jumlah pelaksanaan  pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
	Kabupaten Lumajang
	100%
	894.804.000
	-
	100%
	 950.000.000

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	894.804.000
	-
	
	950.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia
	Kabupaten Lumajang
	100%
	200.000.000
	-
	100%
	250.000.000

	2
	Pemeliharaan Rutin /Berkala sarana dan prasarana aparatur
	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara
	Kebupaten lumajang
	100%
	128.880.000
	-
	100%
	200.000.000.

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	328.880.000
	-
	
	  450.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD/LAKIP
	Jumlah buku laporan / dokumen LKj / SAKIP
	Kabupaten Lumajang
	100%
	2.500.000
	-
	100%
	3.500.000

	2
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 
	Jumlah buku laporan keuangan semesteran dan LRA yang tersusun
	Kabupaten Lumajang
	100%
	2.500.000
	-
	100%
	2.500.000

	3
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun / CALK yang tersusun
	Kabupaten Lumajang
	100%
	2.500.000
	-
	100%
	2.500.000

	4
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masarakat
	Jumlah buku laporan / dokumen IKM yang tersusun
	Kabupaten Lumajang
	100%
	3.764.000
	-
	100%
	4.000.000

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	11.264.000
	-
	
	12.500.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA MIKRO YANG KONDUSIF
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sosialisasi ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 
	Jmlah peserta sosialisasi IUMK untuk pelaku usaha
	Kabupaten Lumajang
	100%
	61.270.000
	-
	100%
	110.000.000

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	61.270.000
	
	
	110.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH  
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Penyelengaraan Pelatihan Kewirausahaan
	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha 
	Kabupaten Lumajang
	100%
	86.750.000
	-
	100%
	100.000.000

	2
	Pelatihan Pembuatan Produk Makanan dan minuman
	Jumlah peserta pelatihan pembuatan produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha
	Kabupaten Lumajang
	100%
	157.485.000
	-
	100%
	160.000.000

	3
	Bulan Promosi
	Jumlah peserta pameran di bulan promosi bagi usaha mikro
	Kabupaten Lumajang
	100%
	287.500.000
	-
	100%
	288.000.000

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	531.735.000
	-
	
	548.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO ,KECIL DAN MENENGAH  
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pemantauan Penggelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kscil dan Menengah
	Jumlah UMKM yang terpantau dalam penggunaan dana pemerintah
	Kabupaten Lumajang
	100%
	46.962.000
	-
	100%
	165.000.000

	2
	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
	Jumlah pameran produk koperasi dan UM yang diikuti
	Kabupaten Lumajang
	100%
	354.236.000
	-
	100%
	450.000.000

	3
	Identifikasi UMKM
	Jumlah usaha mikro yang teridentifikasi
	Kabupaten Lumajang
	100%
	72.900.000
	-
	100%
	105.000.000



	
	SUB TOTAL
	
	
	
	474.098.000
	-
	
	720.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi
	Jumlah anggota koperasi yang dibina
	Kabupaten Lumajang
	100%
	54.885.000
	-
	100%
	150.000.000

	2
	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
	Jumlah koperasi yang sudah di Monev 
	Kabupaten Lumajang
	100%
	70.550.000
	-
	100%
	145.000.000

	3
	Revitalisasi Koperasi
	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi koperasi
	Kabupaten Lumajang
	100 %
	28.040.000
	-
	100 %
	35.000.000

	4
	Bimbingan teknis bagi KSP/USPKoperasi
	Jumlah peserta Bimbingan teknis bagi KSP/USPKoperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi
	Kabupaten Lumajang
	100%
	75.000.000
	-
	100%
	200.000.000

	5
	Bimbingan Teknis Perkoperasian
	Jumlah peserta Bimtek perkoperasian bagi pengurus koperasi
	Kabupaten Lumajang
	100%
	51.575.000
	-
	100%
	50.000.000

	6
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Jumlah Koperasi yang ternilai kesehatan KSP/USPnya
	Kabupaten Lumajang
	100%
	28.807.000
	-
	100%
	30.000.000

	7
	Jambore Kopwan
	Jumlah Peserta Jambore
	Kabupaten Lumajang
	100 %
	200.000.000
	-
	100 %
	400.000.000

	8
	Pembinaan Koperasi 21 Kecamatan 
	Jumlah anggota koperasi pada 21 Kecamatan yang dibina
	Kabupaten Lumajang
	100%
	99.110.000
	-
	100%
	150.000.000

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	607.967.000
	
	
	1.160.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T O T A L
	
	
	
	2.910.018.000
	
	
	3.950.500.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD), dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku - pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar -benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah Program Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabapaten Lumajang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. 
RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh paru pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

	
	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN LUMAJANG
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“ MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MERATA BERBASIS PERTANIAN, PEMBERDAYAAN UMKM DAN JASA PARIWISATA SERTA USAHA PENDUKUNGNYA “
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